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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127  TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN LIZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH NANGGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang © & buhwa delam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang
bermuiu. perlu memberikan kesempatan masyvarakat melalui organisasi
berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai déngan
standar nasional pendidikan:

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam keputusan ini telah memenubi
persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang welah ditctapkan;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebugaimans dimaksud dalam hurul =
dan hurul b perlu menctapkan Keputusan Menteri Agama tentang
Penctapan Izin Operasional Pendivian Madrasah  Alivah Nanggerany
Kabupuaten Tasikmalava.

SMengingat |. Undang-lindang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Naosional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

[ud

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
{Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157
lambahian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

1. Persturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 temtang Standar Nasional
Pendidikan (|.embaran Segarn Kepublik Indonesia Tabun 20085 Noamor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor 4496)
#ehagnimana felnh divbah dengan Peraturan Pemerintah Nomaor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 fentang Standar Nasonal Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2013 Momor V], Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomuor 5410},

4. Persturan Pemerintab Nomor 47 Tabun 2008 tentang Wajib Relajar
Pendudikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomior 9, Tambahan Lemboaran Mepgara Republik Indonesin Nomot
4863),

Peraturan Pemerintabh Nomor 48 Tahun 2008 temang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor
91, Tambahan | .embaran Negara Republik Indomesia Nomor 4864 ),

. Permluran 9

]




6. Peraturan Pemcnintah Nomor 74 Tabun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negarn Republik Indonesia Tahun 2008 Nomoe (94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4941 )

7. Peraturan Pemerintah Nomor |7 Tabun 2010 wentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor $150) scbhagaimana telah divhah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubuhan Atas Poraturan
Pemerintah Nomoer 17 Tabun 2010 teptang  Pengelolaan  dan
Penvelenggarann Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negarm Republik
Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar
Sarana dan Prasarans Unwk Sekolah Dasar™adrasah  Ibtidaivah,
Sekolah Menengah  PertamaMadrasah  Tsanawiyash, dan  Sckolah
Menengah Atas™adrasuh Aliyvuah,

9. Peraturan Menteni Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelavanan  Minimal  Pendidikan di  Kabupaten‘hota
scbagatimana tclah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudavean Nomor 23 Tahun 2013 tentung Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Mmmal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10, Peraturan Mentenn Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan

Bahasa Arab di Madrasigh;

11 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama [slam pada Sekolah (Beria
Negars Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimann telah
diubah dengan Peraturan Menteti Agama Nomor 31 Tabun 2013
tentang Perubaban Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama lslam
pada Scholah (Beritn Negara Republik Indomesia Tahun 2013 Nomor
6Rd ),

2. Peraturan Menteri  Agama  Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan  Madrasah  (Berita  Negars  Republik
Indonesia Tahun 2013 Momcr 1382}

‘emperhatikan | Nota Dinas Pertimbangsn dar Kepala Bidang Pendidikan Madmsab
Nomor: NDAO/000672016 Tanggal 21 Maret 2016;

Rekomendasi dari Kepala Kantor Kemenlerian Agama  Kabupaten
Tasikmalayva Nomor: Kd. 10.06/4/PP.OL 100982016 Tanggal 14 Januan

2016:

[

MEMUTUSKAN : })
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KESATLI

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

- KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN

OFERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAN
NANGGERANG,

Memberikan ixin operasional pendirian  madrasah  kepada madrasah
sehagaimana fercantum dalam lsmpiran vang merupakan baglan tidak
terpisahham duri Keputusan ini.

Setelah jangks waktu 4 fempat) Tabio., Kepala Madrasah vang bersangkutan

winjib:

a. menyvampaikan laporan perkembangan madsah kepada Kepala Kangor
Kementerian Agamy yung memuit paling sedikit perkembangan jumlah
peserin didik, peloksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar
sarana prasurana, dan pelaksanann pemenuhan standar pendidik don
tenaga kependidikan; dan/otou

b. mengajukan pendafiaran visitasi akreditas sekolah/madrusab kepada
BAP-5'M sesuni ketentuan peraturan perundung-undangan,

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktam
KEDUA  haruf & dinilal  memepuhi  standor  pelavanan  minimal
penyelenggirnan  pendidikon  Jundaten  hasidl  akreditasi  sebagaimana
dimaksud Dikoum KEDUA huruf b mendapat peringhat minimal C, muka

izin opersional - sebapaimana dimaksud dalam Dikium KESATU 1ctap
berlaku.

Dalam hal perkembangan madrasal scbugnimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA huruf a  dinilal  wmemenuhi  stondor  pelavenan  minimal
penyelenggarnan  pendidikan  don/atan  hasil  akreditsi  sehagaimana
dimaksud Dikium KEDUA hurul b tidak mendapat peringkatl minimal ©
maka operasional sebagnimana dimaksud dalam Dikwum KESATU
ilicabut.

Keputusan inj mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.

Ditctapkan i Bandung
pada anggal 01 Maret 2016

AMNMENTER] AGAMA REPUBRLIK INDONESLA

EMENTERIAN AGAMA
ROVINSI JAWA BARAT,

F
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LAMPIRAN

BEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12%  TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPFERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH NANGGERANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIRERIKAN 1ZIN OPERASIONAL

1| Nama Madrasal Madrasah Allyah Nunggerang jl
2 | Nomor Suustik Madrasah 131232060076 J
3| Alumat Madensah Kp. Climomen RT.007/002 |
Desa Margaluyu
Kecamatan Puncatengah
Kabupaten Tusikmalaya
Proviosi Jawa Bamt
4 | Nama Organisas Penyelengyar Yayasan As-Shafa Margaluyvu
. | Akte Notaris Ovganisasi Penvelenggara | Herd Hendriyana, SH., MH,
No. 233, Tanggal 24 Juni 2015
& | Pengesahan Akte Moty Organisus Al 1U-D009080. AH 01 04 Tahun 2015

| Penyeicnggara

Panggal (4] Juli 2013

Ditetapkan di - Bandung
pada tanggnl 01 Maret 2016

AN, MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

s, KEPALA KANTOR WILAYAH
JEMENTERIAN AGAMA
SPROVINSIIAWA BARAT,




